
SALINAN

BUPATIKEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 6 TAHI,JN2014

TENTAI\G

TATACARAPELAKSAI{AAI{PENERIMAAN,PENYIMPAI\AI\IDANPEI{YALURAN
BARAI\G MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Menimbang

Mengingat

DENGAI\ RAHMAT TUHAN YA}{G MAIIA ESA

BUPATI KEDIRI'

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c

PemturanDaerahKabupatenKediriNomor3Tahun2010tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diundangkan dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 9 dan sesuai Telaah Staf dari

Kepala BPKAD Kabupaten Kediri Nomor 5g)l4446t4l8'7312013 tarreeal 6

Desember 2013 perihal Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Tata

cara Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Barang Milik

Pemerintah Kabupaten Kediri serta Berita Acara Rapat Nomor

445125/418.7312014 tanggal 8 Januari 2014 tentang Pembahasan Draft

Peraturan Bupati Kediri tentang Tata Cara Pelaksanaan PenerimaarL

Penyimpanan dan Penyaluran Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kediri'

perlu mengatur tata cara Pelaksanaan Penerimaan' Penyimpanan dan

Penyaluran Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Peraturan

BuPati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan'

Penyimpanan dan Penyaluran Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kediri;

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi' Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75' Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrm 2003 Nomor 47' Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik ladonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

I I . Peraturan Pemerintah Nomor 7 I Tahun 20 I 0 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahi.:rr20l2;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik di Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun

2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 80);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri

Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 84);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri

Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 85);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 201I tentang Organisasi

Badan dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

MenetapKAN : PERATURAN BUPATI TENTAI\G TATA CARA PELAKSANAAN

PENERIMAAN, PEIYYIMPANAI\ DAI\I PENYALURAN BARANG MILIK

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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2. Bupati adalah Bupati Kediri.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat

BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kediri.

5.

7.

9.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD

pada SI(PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

Barang milik daerah adalah semua barang milik Pemerintah Kabupaten yang

dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau yang berasal dari perolehan

laimya yang sah.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah, dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat

yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan

barang milik daerah.

Pembantu Pengelola barang milik daerah adalah pejabat yang bertanggung

jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang

ada pada SKPD.

Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat

pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

Kuasa Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Kuasa

Pengguna adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan

barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

Penyimpan Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerim4

menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah.

Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang

daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan ke{a perangkat

daerah/unit kerja.

Pembantu Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk

mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian dan sebagai

penlmpan barang yang ada pada UPTD.

10.

11.

12.

13.

t4.

15.

15.
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16. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang

menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Konsultansi dan Jasa

Lainnya.

17. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang

milik daerah dan jasa.

18. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik

daerah dari gudang/tempat penyimpanan barang ke rmit kerja pemakai.

19. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,

inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan pemndang-undangan.

20. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah

daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing

Pengguna.

21. Dafrar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutrya disingkat dengan DBKP

adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing

Kuasa Pengguna-

BAB II

RUANGLINGKUP

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini mengatur ll;tz carr pelaksanaan penerimaan,

penyimpanan dan penyaluran barang milik Pemerintah Kabupaten yang

sec:tra administrasi dilaksanakan secara terpisah dari penerimaan,

penyimpanan dan penyaluran barang milik Pemerintah Pusat dan/atau

Pemerintah Provinsi.

(2) Barang Milik Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah barang bergerak.

BAB III

MAKSUDDANTUruAN

Pasal 3

(1) Tata cara pelaksanaan penerirvun, penyimpanan dan penyaluran barang

milik daerah dilakukan dengan maksud unhrk:

a. menyeragamkan langkah-Iangkah dan tindakan dalam penerimaan,

penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah;

b. memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis barang milik

daerah.
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(2) Tata caxa pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang

milik daerah dilakukan dengan tujuan untuk:

a. mengamankan barang milik daerah baik secara fisik maupun

administrasi;

b. melancarkan pelaksanaan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah

Kabupaten dan pembangunan daerah;

c. mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah yang

dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien.

BAB IV

KEDIIDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN F1JNGSI

Pasal 4

(1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan penerimaan, penyimpanan dan

penyaluran barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas

pembinaan dan pelaksanaannya.

(2) Bupati berwenang menetapkan kebijakan penerimaan, penyimpanan dan

penyaluran barang milik daerah.

(3) Bupati dalam rangka pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan

penyaluran barang milik daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh:

a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola;

b. Kepala BPKAD selaku Pembantu Pengelola;

c. Kepala SKPD/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah selaku Pengguna;

d. Kepala UPTD selaku Kuasa Pengguna;

e. Penyimpan Barang;

f. Pengurus Barang;

g. Pembantu Pengurus Barang pada UPTD.

(4) Seketaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam

penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah bertindak

selaku Pengelol4 berwenang dan bertanggung jawab:

a. menetapkan pejabat yang mengunrs dan menyimpan barang milik

daerah;

b. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penerimaan, penyimpanan

dan penyaluran barang milik daerah;

c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penerimaan,

penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah.
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(s) Kepala BPI(AD selaku Pembantu Pengelola sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b bertanggung jawab mengkoordinir laporan penyelenggaraan

penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah yang ada

pada masing-masing SKPD/Bagian pada Sekretariat Daerah serta wajib

menyediakan dan mengelola Sistem lnformasi Barang Milik Daerah

(SIMBADA).

Kepala SKPD/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah selaku Pengguna

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berwenang dan bertanggung

jawab terhadap:

a. penerimaan, penfmpanan dan penyaluran barang milik daerah yang

berada dalam penguilsiuumya;

b. pengawasan dan pengendalian atas penerimaan, penyimpanan dan

penyaluran barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

c. penlusunan dan penyampaian Laporan Persediaan Barang (LPB)

Pengguna Semesteran dan Laporan Persediaan Barang (LPB) Pengguna

Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola;

d. penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya

unnrk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan frrngsi

SKPD/Bagian pada Sekretariat Daerah yang dipimpinnya;

e. pengamanan dan p€meliharaan barang milik daerah yang berada dalam

penguasaannya.

Kepala UPTD selaku Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf d, berwenang dan bertanggung jawab terhadap:

a. penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguits:umnya

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi UPTD

yang dipimpinnya;

b. pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam

penguasaannya;

c. pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah

yang ada dalam penguasaannya;

d. penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Kuasa Pengguna

Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan

(LBIGT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna.

Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e bertugas

dan bertanggung jawab terhadap:

a. penatausahaan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik

daerah yang berada di gudang/tempat penyimpanan barang dalam

penguasaannya;

(6)

(7)

(8)
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b. penghimpunan seluruh tanda bukti penerimaan barang dan

pengeluarar/penyerahan secara tertib dan teratur sehingga

memudahkan mencarinya apabila diperlukan sewaltu-waktu;

c. perhitungan barang (stock opname) sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan

sekali yang dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Barang dan

pada akhir tahun sebagai dasar penyusunar neraca;

d. pembuatan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang

Pengguna setiap 3 (tiga) bulan kepada Pengelola;

e. pengamanan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam

penguasaannya;

f. pemberian masukan mengenai kebutuhan barang milik daerah kepada

Pengguna berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

SKPD/Bagian pada Sekretariat Daerah;

g. pertanggungiawaban barang-barang yang diurusnya dari kerugian,

hilang, rusak atau dicuri dan sebab lafumya kepada Pengguna melalui

atasan langsung.

(9) Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f bertanggung

jawab mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap

Satuan Kerja Perangkat Daerah/Bagian pada Sekretariat Daerah.

(10) Pembantu Pengurus Barang pada UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf g bertugas dan bertanggung jawab terhadap :

a. penatausahaan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik

daerah yang berada di gudang/tempat penylmpanan barang dalam

penguasaarmya;

b. menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan barang dan

pengeluaran/penyerahan secara tertib dan teratur sehingga

memudahkan mencarinya apabila diperlukan sewaktu-waktu;

c. perhitungan barang (stock opname) sekurang-kurangrrya setiap 3 (tiga)

bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Barang pada

akhir tahun sebagai dasar pen)'usunan neraca;

d. pelaporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang Kuasa

Pengguna setiap 3 (tiga) bulan kepada Pengguna.

e. pengaman rn dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam

penguasaannya;

f. memberikan masukan mengenai kebutuhan barang milik daerah kepada

Kuasa Pengguna berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan frrngsi

UPTD;
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g. pertanggungiawaban barang-barang yang diurusnya dari kerugian,

hilang, rusak atau dicuri dan sebab lainnya kepada pengguna melalui

Atasan Langsung.

Pasal 5

(1) Dalam hal penerimaar; penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah,

Kepala SKPD/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dapat menugaskan dan

melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha

sebagai Atasan Langsung Penyimpan Barang/Pengurus Barang.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud paAa ayat (l) meliputi pemberian

persetujuan setiap penerimaan, penyimpanag penyaluran dan melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaannya.

(3) Dengan mempertimbangkan volume dan jenis barang yang menjadi

tanggung jawab Penyimpan Barang dapat ditunjuk Pembantu Penyimpan

Barang yang berkedudukan di gudang/tempat penyimpanan barang yang

bersangkutan.

Pasal 6

Penyimpan Barang, Pembantu Penyimpan Barang dan Pembanfu Pengurus

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berasal dari Staf Sub Bagian Tata

Usaha/Perlengkapan, dengan syarat:

a. diusulkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;

b. serendah-rendahnya Golongan II;

c. memptrnyai pengalaman dalam pengurusan barang dan/atau telah mengikuti

kursus penyimpan barang.

Pasal 7

(l) Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan yang memiliki barang-barang medis dan

memerlukan penanganan/perlakuan khusus, dapat ditunjuk Penyimpan

Barang Medis tersendiri yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap

pengelolaan barang medis yang berada di Gudang Khusus Medis Rumah

Sakit dan Dinas Kesehatan.

(2) Penyimpan Barang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bertanggung

jawab kepada Pengguna melalui Atasan Langsung mengenai pencatatan,

pelaporan, pengamanan serta kerugian atas barang-barang yang diurusnya

dari kehilangan, pencuriaq rusak atau sebab-sebab lain.
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(3) Tata cara penerimaan, pengeluaran, pencatatan/pembukwm penyusunan

dokumen dan pembuatan laporan pengelolaan barang medis berlaku

ketentuan sebagaimana Penyimpan Barang.

(4) Penyimpan Barang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

pengalaman di bidang medis atau farmasi.

(5) Penyimpan Barang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila

diperlukan dapat dibantu oleh I (satu) orang Pembantu Penyimpan Barang

Medis.

Pasal 8

(1) Dalam hal Penyimpan Barang tidak dapat melaksanakan tugasnya, karena:

a. berhalangan tetap, maka Penyimpan Barang pengganti ditetapkan

dengan Keputusan Pengelola atas usul Kepala SKPD.

b. berhalangan sementara paling lama sampai dengan I (satu) bulan, dapat

ditunjuk seomng pegawai lainnya untuk melakukan tugas sementara

Penyimpan Barang dengan Keputusan Pengguna.

(2) Pelaksanaan penggantian Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilaksanakan dengan penyerahan tugas dituangkan dalam Berita

Acara Pemeriksaan Gudang diketahui oleh Atasan Langsung.

BAB V

PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN

Bagian Kesatu

Penerimaan

Pasd 9

(l) Penerimaan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari hasil pengadaan

atau dari pihak ketiga harus dilengkapi dengan dokumen pengadaan atau

berita acara dan/atau dokumen kepemilikan barang.

(2) Dokumen pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jelas

menyebutkan macam/jenis, jumlah, harga dan spesifikasi barang.

Pasal l0

(l) Semua hasil pengadaan barang bergerak yang berasal dari dana APBD

maupun dari perolehan lain yang sah diterima oleh Penyimpan Barang pada

SKPD, sedangkan pada UPTD diterima oleh Pembantu Pengurus Barang

UPTD.

(2) Hasil penerimaan barang milik daerah dituangkan dalam Berita Acara

Penerimaan Barang yang ditandatangani oleh Penyimpan Barang pada

SKID/Pembantu Pengurus Barang UPTD dengan Penyedia Barang.
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(3) Hasil Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

selanjutnya disimpan dalam gudang/tempat penyimpanan barang.

(4) Pengguna bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi

penatausahaan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Penyimpan

Barang.

(5) Kuasa Pengguna bertanggung jawab atas terlaksananya tertib adminishasi

penatausahaan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Pembantu

Pengurus Barang UPTD.

Pasal I 1

(1) Penerimaan barang tidak bergerak dilakukan oleh Pengguna.

(2) Penerimaan barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan kepada Bupati melalui Pengelola disertai dokumen penerimaan

asli.

(3) Dokumen penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola

oleh Atasan Langsung.

Pasal 12

(l) Pemerintah Kabupaten dapat menerima barang dari sumbangan, hibah,

wakaf atau dari pemenuhan kewajiban Pihak Lain berdasarkan perjanjian

dan/atau pelaksanaan dari suafu perizinan tertentu.

(2) Pengguna mencatat, memantau dan aktif melakukan penagihan kewajiban

Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

(3) Penerimaan dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang disertai dokumen

kepemilikar/penguasaan yang sah.

Pasal 13

Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal l0 dan Pasal 12

dicatat dalam DBP.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 14

(1) Penerimaan barang dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia,/Pejabat

Penerima Hasil Pekerjaan.

(2) Keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait dengan Keputusan Pengguna.
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(3) Pemeriksaan barang dilaksanakan pada saat masa pengadaan barang

sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak masih berlaku.

(4) Apabila terjadi keterlambatan pemenuhan barang sesuai dokumen kontrak

maka pemeriksaan barang lanjutan dilaksanakan setelah ada permintaan

tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen.

(5) Batasan nilai hasil pengadaan barang yang harus diperiksa oleh

Pejabat/Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Panitia,/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 juga bernrgas memeriksa, menguji, meneliti dan menyaksikan

barang yang diserahkan dari hasil pengadaan barang bergerak sesuai dengan

persyaratan yang tertera pada dokumen kontrak Pengadaan yang dituangkan

dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan Pasal l0 ayat (3)

dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran.

Pasal 16

(l) Pemeriksaan barang pada UPTD dilakukan oleh Pejabat Penerima Hasil

Pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Pengguna.

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituangkan dalam

Berita Acara Serah Terima Hasil Peke{aan yang ditandatangani oleh

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan pihak Penyedia Barang.

Bagian Ketiga

Penyimpanan

Pasal 17

Penyimpanan barang milik daerah dilaksanakan oleh Penyimpan

Barang/Penyimpan Barang Medis/Pembantu Pengurus Barang UPTD dalam

rangka pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di

dalam gudang/tempat penyimpanan barang, dikategorikan sebagai barang

persediaan.

Penyimpan Barang/Penyimpan Barang Medis/Pembantu Pengurus Barang

UPTD wajib menjaga dan memelihara kondisi fisik barang yang ada dalam

tanggung jawabnya agar selalu dalam keadaan siap untuk dipergunakan.

(1)

(2)
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BAB VI

MEKANISME PEMBUKUAN

Pasal 18

(l) Penerimaan barang milik daerah dilakukan berdasarkan:

a. Surat Perintah Penerimaan Barang dari Atasan Langsung selaku pejabat

yang diberi kuasa oleh Pengguna;

b. Dokumen Pengadaan serta Berita Acara Pemeriksaan Barang bagi

barang-barang hasil pengadaan;

c. Berita Acara Serah Terima Penggunaan bagi barang-barang pakai habis

dan barang inventaris berupa peralatan dan mesin serta barang

inventaris lainnya (buku perpustakaan, barang bercorak kesenian,

hewan temak dan tumbuhan) yang berasal dari SI(PD lain di

Iingkungan Pemerintah Kabupaten dengan dilampiri dokumen

kepemilikan;

d. Berita Acara Serah Terima Hibah/Bantuan bagi barang-barang dari

Pihak Lain dilampiri dokumen kepemilikan.

(2) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Penyimpan

Barang/Penyimpan Barang MediVPembantu Pengurus Barang UPTD harus

melakukan pembukuanl pencatatan barang yang diterimanya ke dalam Buku

Penerimaan Barang.

(3) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipisahkan

berdasarkan kategori spesifikasi barang yaitu untuk barang inventaris

dicatat di Buku Barang Inventaris, sedangkan untuk barang pakai habis

dicatat di Buku Barang Pakai Habis.

(4) Pencatatan Barang Inventaris dan Barang Pakai Habis sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dalam administrasi Penyimpan Barang/Penyimpan

Barang Medis/Pembantu Pengurus Barang UPTD dinilai dengan

menggunakan metode harga perolehan (Acquisition Cost).

(5) Barang-barang yang diperoleh dari hasil pengadaan menggunakan dana

APBD juga dicatat dalam Buku Pengadaan Barang dan selanjutnya

dijadikan salah satu sumber data penyusunan Laporan Hasil Pengadaan

Barang.

Pasal 19

(l) Penyimpan Barang/Penyimpan Barang MediVPembantu Pengurus Barang

UPTD diwajibkan mencatat dalam Kartu Barang dan Kartu Persediaan

Barang untuk tiap jenis barang.
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(2) Kartu Barang harus diletakkan melekat pada setiap jenis barang, sedangkan

Kartu Persediaan Barang disimpan oleh Penyimpan Barang/Penyimpan

Barang MediVPembantu Pengrrrus Barang UPTD.

Pasal 20

Barang diakui sebagai aset sejak barang diterima oleh Penyimpan

Barang/Penyimpan Barang Medis/Pembantu Pengurus Barang UPTD dan dicatat

dan dibukukan sebesar nilai yang akan dibayarkan/dikeluarkan termasuk pajak-

pajak berdasarkan dokumen penerimaan yang sah.

Pasal 21

Barang milik daerah yang dikeluarkan harus dicatat oleh Penyimpan

Barang/Penyimpan Barang Medis/Pembantu Pengurus Barang UPTD dalam Buku

Pengeluaran Barang, selanjutnya dipisahkan berdasarkan kategori spesifikasi

barang yaitu untuk barang inventaris dicatat di Buku Barang Inventaris,

sedangkan untuk barang pakai habis dicatat di Buku Barang Pakai Habis.

Pasal22

Dokumen Penyaluran Barang berupa Surat Perintah Pengeluaran dan Penyaluran

Barang, Bukti Pengambilan Barang maupun Berita Acara Serah Terima harus

didistribusikan sebagai berikut:

a. lembar ke-l (satu) didishibusikan kepada Penyimpan Barang/ Penyimpan

Barang Medis/Pembantu Pengurus Barang UPTD (Legger/pertinggal)

sebagai bahan penyusunan Hasil Pengadaan barang serta pencatatan

pengeluaran dalam pembukuan barang di gudang;

b. lembar ke-2 (dua) didistribusikan kepada Pengurus Barang/ Pembantu

Pengurus Barang unit Pemakai sebagai dasar pencatatan/pendaftaran barang

dimaksud sebagai kekayaan daerah dan pencatatan dimaksud harus

dilahrkan secara tepat waktu sesuai dengan metoda pengakuan akuntansi;

c. lembar ke-3 (tiga) didishibusikan kepada Atasan Langsung Penyimpan

Barang/Pengurus Barang sebagai bahan evaluasi Laporan Pengelolaan

Barang;

d. lembar ke-4 (empat) didistribusikan pada Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dimana beban rekening

pembayaran barang dimaksud berada sebagai bahan p€nyusunan

rekonsiliasi.
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Pasal23

(l) Pengurangan nilai barang pakai habis dari daftar barang Penyimpan

Barang/Penyimpan Barang Medis/Pembantu Pengurus Barang UPTD

dilakukan sebesar nilai perolehan barang dimaksud termasuk PPn-nya dan

dilaksanakan sesuai dengan tanggal Bukti Pengambilan Barang dari

Gudang.

(2) Dalam menyusun nerac4 khususnya Pos Persediaan (Aktiva Lancar) harus

dilakukan secara konsisten dimana nilai akhir tahun lalu menjadi nilai awal

tahun berikutnya.

BABVII

PELAKSANAAN PENYALURAN

Pasal 24

(l) Penyaluran dilakukan sesuai rencana penggunaan untuk memenuhi

kebutuhan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

(2) Penyaluran barang milik daerah oleh Penyimpan Barang/ Penyimpan

Barang Medis/Pembantu Pengurus Barang UPTD dilaksanakan atas dasar

Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang dari atasan langsung dan

untuk barang-barang inventaris disertai dengan berita acara serah terima

barang.

(3) Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran/?enyaluran Barang, Penyimpan

Barang menerbitkan Bukti Pengambilan Barang dari Gudang atau Delivery

Order@O).

BABVIII

PELAPORAN

Pasal 25

(l) Pengguna maupun Kuasa Pengguna wajib melakukan perhitungan barang

(stock opname) secara berkala ataupun insidentil terhadap barang-barang

yang ada dalam gudang/tempat penyimpanan barang sesuai kebutuhan.

(2) Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib melaporkan

persediaan barang dalam penguasaannya kepada Penggun4 selanjutnya

Pengguna wajib melaporkan persediaan barang dalam lingkup SIGD yang

menjadi tanggung jawabnya kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola

dalam bentuk Laporan Persediaan Barang setiap triwulan maupun insidentil

bila diperlukan.
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(3) Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (l) melaporkan kepada

Pengguna semua hasil pengadaan barang yang berasal dari dana APBD

yang diterima oleh Pembantu Pengurus Barang UPTD dalam bentuk

Laporan Hasil Pengadaan Barang,

(4) Pengguna melaporkan semua hasil pengadaan barang yang berasal dari dana

APBD dalam Iingkup SI(PD yang menjadi tanggung jawabnya kepada

Pengelola melalui Pembantu Pengelola setiap triwulan.

(5) Laporan Persediaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat

(4) terdiri dari Laporan Persediaan Barang lnventaris dan Laporan

Persediaan Barang Pakai Habis.

Pasal 26

Format dokumen-dokumen terkait dengan teknis tata cara penerimaan,

penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan Bupati, terdiri dari:

1. Keputusan Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

2. Keputusan Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (Panitia Penerima Hasil

Pekerjaan) (PB. la);

4. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pejabat Penerima Hasil

Pekerjaan) (PB. 1b);

5. Berita Acara Penerimaan Barang (PB. 2);

6. Buku Penerimaan Barang (PB. 3);

7. Buku Pengeluaran Barang (PB. 4);

8. Buku Barang Inventaris (PB. 5);

9. Buku Barang Pakai Habis (PB. 6);

10. Kartu Barang (PB. 7);

I 1. Kartu Persediaan Barang (PB. 8);

12. Surat Perintah PengeluaranPenyaluran Barang (PB. 9);

13. Bukti Pengambilan Barang dari Gudang (PB. 10);

14. Berita Acara Serah Terima Gudang (BAP. l);

15. Berita Acara Serah Terima Terdapat Selisih (BAP. 2);

16. Berita Acara Pemeriksaan Barang Yang Berubah Keadaan (BAP.3);

17. Berita Acara Pemeriksaan Barang karena bencana alam, dicwi, kebakaran

@AP. a);

18. Laporan Hasil Pengadaan Barang (LAP. l);

19. Laporan Persediaan Barang lnventaris (LAP.2);

20. Laporan Rekapitulasi Persediaan Barang Inventaris (LAP. 2A);
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21. Laporan Persediaan Barang Pakai Habis (LAP.3);

22. Laporan Rekapitulasi Persediaan Barang Pakai Habis (LAP. 3A);

23. Surat Pemyataan Penggantian Penyimpan Barang Sementara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal2T

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Telaah Staf dari Kepala BPKAD

Kabupaten Kediri Nomor 590/4446/418.7312013 tanggal6 Desember 2013 perihal

Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan,

penyimpanan dan Penyaluran Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kediri dan

Berita Acara Rapat Nomor 4451251418.7312014 tanggal 8 Januari 2014 tentang

Pembahasan Draft Peraturan Bupati Kediri tentang Tata Cara Pelaksanaan

PenerimaarL Penyimpanan dan Penyaluran Barang Milik Pemerintah Kabupaten

Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan draft Peraturan Bupati Kediri

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan dan Pendistribusian

Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kediri untuk ditetapkan menjadi Peraturan

Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri'

Ditetapkan di Kediri
padatanggal 29- l-2014

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYAIYTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 29 - | -2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI'

ttd

SUPOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHI,'N 2014 NOMOR6

Salinan sesuai dengan aslinYa

a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum



LAMPIRAN : PEMTURAN BUPATIKEDIRI
NOMOR :6TAHUN2014
TANGGAL :29 -1 -2014

DOKUMEN TERKA]T DENGAN TEKNIS TATA CARA

PENERIMAAN, PENYIIIIPANAN DAN PENYALURAN BARANG It,lLlK DAERAH

l.Keputusan Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KOP SKPD

Jl. ......................... Telepon

Menimbang :

Mengingat

KEPUTUSAN ............(SKPD)

NOMOR:188.45/ 1418......120....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJMN

DTLINGKUNGAN (SKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN

KEPAI.A BADAN/DI NAS/KANTOR

bahwa dalam rangka pelaksanaan proses pengadaan barang{asa pada

........ (SKPD) ........... Kabupaten Kediri khususnya pekerjaan pengadaan

barang{asa dan pemeliharaan barang yang dibiayai dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran

perlu dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

.....(SKPD)............. Kabupaten Kediri Tahun .'... dengan Keputusan

Kepala ....(SKPD) .............;

: 1 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun

2012;
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7.

8.

9.

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pokok-pokokPengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor.... Tahun...... tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
.......i

12. Peraturan Bupati Kediri Nomor ..... Tahun ...... tentang
Peniabaran Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Tahun
Anggaran ........;

MEMUTUSKAN :

Membentuk Panitia Penerima Hasil Pekeriaan ......(SKPD).........
Kabupaten Kedid Tahun ........ dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Menugaskan Panitia Penerima Hasil Pekeriaan sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU, untuk:
a. memeriksa secara lisik hasil pekerjaan pengadaan barang4asa

dan pemeliharaan barang pada ...(SKPD) ..... Tahun Anggaran ....,
yang akan diserahkan oleh Penyedia barang/jasa sebelum batas
waKu kontrak berakhir ;

b. meneliti spesifikasi teknis dan jumlah barang hasil pekerjaan
pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan barang sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja/
Perjanjian/Kontrak atau Dokumen Pengadaan yang telah
ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia
Barang/Jasa dengan ketentuan nilai :

1. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50.000.000,- untuk
pengadaan barang non konslruksi, non modal dan non jasa
konsultan;

2. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10.000.000,- untuk
pengadaan konstruksi/barang modal4asa konsultan.

c. mengadakan musyawarah dan koordinasi antar anggota
Panitia untuk pengambilan keputusan hasil pemeriksaan,
selanjutnya membuat dan menandatangani Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan ;

d. meminta bantuan instansi teknis atau pihak-pihak yang
berkompeten apabila diperlukan, untuk melaksanakan pengujian
terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan ;

e. menyampaikan dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan kepada :

1) Penyimpan Barang untuk pekerjaan pengadaan barang berupa
Barang Pakai Habis, Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta
Aset Tetap Lainnya, untuk diterbitkan Berita Acara Serah
Terima Barang dan dicataudidaftar dalam Buku Persediaan.

Menetapkan
KESATU

KEDUA



f.

s

2) Pengurus Barang untuk pekerjaan pemeliharaan peralatan,

taman, Aset Tetap yaitu Tanah, Bangunan, Peralatan dan

Mesin, Jalan, Jaringan, Jembatan serta aset tetap lainnya

untuk diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pemeliharaan

Barang dan dicatat serta didaftar dalam Kartu Pemeliharaan.

Memberitahukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen apabila Penyedia barang/jasa tidak sanggup memenuhi
kewajiban yang tercantum dalam Surat Perintah
Keria/Perjanjian/Kontrak Dokumen Pengadaan, baik spesifikasi
teknis, jumlah maupun waktu penyelesaian pekerjaan untuk
ditindaklanjuti dengan penerapan denda maupun sanksi sesuai
ketentuan yang berlaku;
melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
(SKPD) ....... secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

KETIGA Membebankan biaya pelaksanaan
Pekedaan sebagaimana dimaksud
Dokumen Pelaksanaan Anggaran

tugas Panitia
dalam Diktum
(DPA-SKPD)

Penerima
KEDUA

Hasil
pada

Tahun
KodeAnggaran ..............., Program

Rekening ............
Kegiatan

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.........
pada tan99a1...........

KEPALA (SKPD)

Selaku

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna

Anggaran

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth : 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kediri.

2. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
3. Sdr. lnspektur Kabupaten Kediridi Kediri.
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Kediri.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA (SKPD)
NOMOR : 188.45/ 1418......120....
TANGGAL: - -2013

SUSUNAN KEANGGOTMN
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJMN

DILINGKUNGAN................. PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN

KEPALA (SKPD)

Selaku

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna

Anggaran

NO. JABATAN DALAM PANITIA
KETERANGAN

(JABATAN/INSTANSI)

't.
2.

3.

4.

Ketua merangkap anggota

a. Sekretaris I merangkaP anggota

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Pengadaan Barang

b. Sekretaris ll merangkap anggota

Panitia Penerima Hasil Pekeriaan

Jasa Pemeliharaan

a. Bidang Pengadaan Barang

- Anggota tetap :

- Anggota tidak tetap :

b. Bidang Jasa Pemeliharaan

- Anggota tetap :

- Anggota tidak tetap :

Petugas Sekretariat :

1) ...

2) ...

1) ...

2\ ...

1) ...

2) ...

1) ...

2) ...

1) ...

2) ...



2. Keputusan Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KOP SKPD

Jl. ......................... Telepon

KEPUTUSAN KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN

DILINGKUNGAN (SKPD)

KABUPATEN KEDIRITAHUN

KEPALA (SKPD)

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan proses pengadaan barang4asa pada

(SKPD) Kabupaten Kediri khususnya pengadaan dan

pemeliharaan barang/iasa yang mempunyai spesifikasi khusus atau

jarang/tidak terdapat di pasar yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran " "', perlu

ditetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (SKPD)

Kabupaten Kediri Tahun ..... dengan Keputusan Kepala (SKPD)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah:

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah:

3.

4.

5.

7.

8.

9.

10.



11.

12.

Peratu€n Daerah Kabupaten Kediri
Anggaran Pendapatan dan Belanja
......';
Peraturan Bupati Kediri Nomor

Peniabaran Anggaran PendaPatan
Anggaran ........;

Nomor .... Tahun...... tentang
Daerah Tahun Anggaran

..... Tahun ...... tentang
dan Belanja Daerah Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekeriaan . .(SKPD)... .........

Kabupaten Kediri Tahun ........ sebagai berikut :

- Nama :

. NIP :

- Pangkaucol :

- Jabatan :

Menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana

dimaksud dalam diKum KESATU, untuk :

a. memeriksa secara fisik hasil pekerjaan pengadaan dan

pemeliharaan barang yang mempunyai spesifikasi khusus atau
jarang/tidak terdapat di pasar atau tidak mempunyai waKu cukup

atau tidak/kurang efisien bila dilakukan pemeriksaan oleh Panitia

Penerima Hasil Pekerjaan misalnya konsumsi, akomodasi, sewa

stand pameran serta pengadaan atau pemeliharaan Software

(aktiva tak beMuiud) pada (SKPD) ..... Tahun Anggaran ...., ;

b. meneliti spesilikasi teknis dan iumlah hasil pekerjaan sebagaimana

huruf a sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat

Perintah Kerja/Perjanjian/Kontrak atiau Dokumen Pengadaan yang

telah ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia

Barang/Jasa dengan ketentuan nilai :

'l) Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1.000.000,- s,/d Rp.

5O.OOo.OOO,OO untuk barang non konstruksi, non modal dan
jasa konsultan;

2) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1.000.000,- s/d Rp.
'l O.OOO.OO0,- untuk konstruksi/barang modal4asa konsultan.

c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil

Pekerjaan ;

d. meminta bantuan instansi teknis atau pihak-pihak yang

berkompeten apabila diperlukan, untuk melaksanakan pengujian

terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan ;

e. menyampaikan dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil

Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitrnen untuk diterbitkan

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ;

f. memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat

Komitrnen apabila Penyedia barangtasa tidak sanggup memenuhi

kewajiban yang tercantum dalam Surat Perintah Keria/Perjanjian/

Kontrak Dokumen Pengadaan, baik spesifikasi teknis, iumlah
maupun waldu penyelesaian pekerjaan untuk ditindaklaniuti

dengan penerapan denda maupun sanksi sesuai ketentuan yang

berlaku;
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala

(SKPD) ....... secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Menetapkan
KESATU

KEDUA



KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Penerima Hasil

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA pada

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) ............ Tahun
Anggaran Program ............, Kegiatan .........., Kode

Rekenin9............

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.........
pada tanggal..........

KEPALA (SKPD)

Selaku

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna

Anggaran

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth : 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kediri.

2. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
3. sdr. lnspektur Kabupaten Kediridi Kediri.
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Kediri.



3. Berita Acara Serah Hasil Pekerjaan (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan)

PB. la

Pada hari ini

I /418. I

tanggal 

- 

bulan tahun 201....,

Anggaran .....(SKPD)

....... 20..... tentang

Kabupaten Kediri,

Jabatan Ketua

labatan Sekretaris

Jabatan Anggota

Jabatan Anggota

Jabatan Anggota

sebenarnya telah melaksanakan

berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Nomor : t88.451........../ 48t. ......12O .... tanggal

Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di

kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ................... ......... pada.....'.. (nama SKPD)....

2. Pada ........ (nama SKPD)....

3. Pada........ (nama SKPD)....

4. Pada........ (nama SKPD)....

5. Pada.'...... (nama SKPD)....

masing-masing karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan

pemeriksaan terhadap Penyerahan Barang

Tahun Anggaran 20...... dari :

Nama :..............,..,........

Alamat:

di Kabupaten Kediri

/4L8. /20..... dengan jumlah/jenis barangl:

Hasil pemeriksaan dinyatakan :

a) Baik

b) Kurangfiidak baik

yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang kepada penyimpan barang dan/atau pengurus

barang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. Ketua

2. Sekretaris

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

Penyedia Barangtasa

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERIMN

1.

4.

3.

5.

/4L8. /20....

sebagai realisasi Kontrak No. 602.1/

Jenis Barang (Merk/fype)

Direktur



Berita Acara Serah Hasil Pekerjaan (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan)

PB. lb

14t8. /20....

Pada hari ini tanggal 

- 

bulan tahun 201...., selaku

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran .....(SKPD) Nomor : t88.451 ..........1481. ......12O '... tanggal

20..... tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di 

-

Kabupaten Kediri, telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Penyerahan Barang

di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 20.'.... dari :

Nama :.............................,.........

Alamat:

/20..... dengan jumlah/jenis barang,/:

Hasil pemeriksaan dinyatakan :

a) Baik

b) Kurangflidak baik

yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang kepada penyimpan barang dan/atau pengurus

barang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya'

PENYEDIA BARANG/ASA PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJMN

Direktur
NtP. .........................

sebagai realisasi Kontrak No. 602.1/
Harga Satua (Rp.)Jenis Barang (MerkAYPe)



5. Berita Acara Penerimaan Barang
PB.2

EERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Nomor: 0271 14L8. 12o....

Pada hari ini .............tangga1 ...... bu|an................tahun kami yang bertanda tangan

dibawah ini:

Nama
Alamat

Jabatan

NIP.

Yang menyerahkan,

Penyedia Barang[asa

Kediri, .................................. 20....

Yang menerima,

Penyimpan Barang

Penyimpan Barang pada .... (SKPD)

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Nomor

188.45/..........14L8.3212O... tanggal ............. ...............20....., telah menerima barang-barang yang

diserahkan oleh :

Nama :........................

Alamat : ........................
yang sebelumnya telah diperiksa oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ..'..'..(SKPD)

Kabupaten Kediri Tahun, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Nomor ......./..... ..../4L9. ....12o.... tanggal ....20....., dengan rincian jumlah, jenis

dan spesifikasi barang sebagai berikut:

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dalam rangkap

dipergunakan sebagaimana mestinya.

(...... ) untuk

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

NIP.

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

Jumlah

PPN 10%

Jumlah Total



6. Buku Penerimaan Barang

PB.3

BUKU PENERIMAAN BARANG

No. Tanggal Dari

Dokumen Faktur
Nama Barang Banyaknya

Harga
Satuan

Jumlah
Harga

Bukti Penerimaan
Ket.

Nomor Tanggal
BA. Penerimaan

Nomor Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 t2

ATASAN IANGSUNG,

Kediri, 2O,,,,.

PENYIMPAN BARANG,

NIP. NIP.

) )

( ................................................ I ( ................................................ )



) )

7. Buku Pengeluaran Barang

BUKU PENGETUARAN BARANG

PB.4

No. Tanggal
Nomor
Urut

Nama Barant Banyaknya Harga Satuan
Jumlah
HarBa

Untuk
Tanggal

Penyerahan
Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ATASAN IANGSUNG,

Kediri, 20.....

PENYIMPAN BARANG,

NIP. NIP.
( ........................................'....... I ( ................................................ )



) )

8, Buku Barang lnventaris

SKPD :

KABUPATEN/KOTA :

PROPINSI :

PB.5

BUKU BARANG INVENTAR]S

PENERIMAAN PENGEIUARAN

No.
Tanggal
Diterima

Nama/ Jenis

Barang
Merk/
Ukuran

Tahun
Pembuatan

Jumlah/
Satuan/
Barang

TgllNo.
Kontrak/SP/
SPK, Harga

Satuan

Berita Acara

Pemeriksaan Tanggal
Dikeluarkan

Diserahkan
Kepada

Jumlah
Satuan/
Barang

Tgl/No.
Surat

Pernyataan

Ket

Tan8gal Nomor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 t2 13 14

ATASAN TANGSUNG,

Kediri, 2O,,...

PENYIMPAN EARANG,

NIP.NIP.



Buku Barang lnventaris

Semua barang yang diterima dan dikeluarkan Penyimpan Barang, yang meliputi baran8

inventaris harus dicatat dengan tertib dalam buku barang inventaris'

Penqisian Buku Barans lnventaris sebagai berikut i

Kolom 1 : diisi nomor urut pencatatan.

Kolom 2 : diisitanggalterima barang

Kolom 3 : diisi nama / jenis barang.

Kolom 4 : diisi merk/ukuran/tahun pembuatan barang yang diterima

Kolom 5 : diisijumlah / satuan barang yan8 diterima

Kolom 6 : diisi tanggal dan nomor Surat Kontrak/SPP/SPK, Harga Satuan

Kolom 7 : diisi tahun Pembuatan.

Kolom 8 : diisitanggal Berita Acara Pemeriksaan Barang.

Kolom 9 : diisi nomor Berita Acara Pemeriksaan,

Kolom 10: diisitanSgal pengeluaran barang.

Kolom 11 : diisi nama unityanB menerima / memakai barangtersebut'

Kolom 12 : diisijumlah barang yang dikeluarkan.

Kolom 13 : diisi tanggal dan nomor surat penyerahan / bon pengelua6n baranS

Kolom 14 : diisi keterangan yang diperlukan



)

9. Buku Barant Pakai Habis

SKPD :

KABUPATEN/KOTA :

PROPINSI :

PB.6

BUKU BARANG PAKAIHABIS

PENERIMAAN PENGETUARAN

No.
Tanggal
Diterima

Nama/ Jenis

Barang

MerV
Ukuran

Tahun
Pembuatan

Jumlah/
Satuan/
Barang

Tgl/No.
Kontrak/sP/
SPK/Harga

Satuan

Berita Acara
Pemeriksaan Tanggal

Dikeluarkan
Diserahkan

Kepada

Jumlah
satuan/
Barang

Tgl/No.
Surat

Pernyataan

Ket

Ta ngga I Nomor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 t2 13 14

ATASAN IANGSUNG,

NIP.

Kediri, 20.....

PENYIMPAN BARANG,

NIP.



Buku 8a,ant Pakai Habii

Semua barang yang diterima dan dikeluarkan Penyimpan Barang, yang meliputi barang Pakai

Habis harus dicatat den8an tertib dalam buku barang Pakai Habis.

Pengisian Buku Barang Pakai Habis sebagai berikut:

Kolom 1 : diisinomor urut Oencatatan

Kolom 2 : diisitanggalterima barang.

Kolom 3 : dilsi nama / ienis barang.

Kolom4 r diisitahun Pembuatan.

Kolom 5 : diisi merk/lkuran barang Yang diterima

Kolom 6 : diisijumlah / satuan barang yang diterima

(olom 7 : diisitanggaldan nomorSurat Kontrak/SPP/SPK, harga satuan'

Kolom 8 : diisitanggal Berita Acara Pemeriksaan Barang.

Kolom 9 : diisi nomor Berita Acara Pemeriksaan,

Kolom 10: diisitanSSal pengeluaran barang.

Kolom 11 : diisi nama unit yang menerima / memakai barang tersebut

Kolom 12 : diisiiumlah barangyang dikeluarkan.

kolom 13 : diisi tanggal dan nomor surat penyerahan / bon pengeluaran barang'

Kolom 14 : diisi keterangan yang diperlukan.



10. Kartu Barang

SKPD :

KABUPATEN/KOTA :

PROPINSI :

PB.7

KARTU BARANG

Nama Barang :

Satuan : Spesifikasi :

Kediri, 20....'

PENYIMPAN BARANG,

NIP.

ATASAN LANGSUNG,

NIP.

No. Tanggal Masuk Keluar Sisa Keterangan

7 2 3 4 5 6

( '.'.....'."...'.........'."'."""""'-"" ) ( -....,,--"'-t"' )



Kartu Barang

Untuk setiap jenis barang harus disediakan Kartu Barang yang disimpan oleh petugas

Gudang. Dalam Kartu Barang dicatat setiap ienis barang yang diterima dan jumlah setiap

jenis barang yang dikeluarkan, maupun yang sisa sebagai barang persediaan'

Pengisian Kartu Barang tersebut sebagai berikut :

Lajur 1

Lajur 2

Lajur 3

Lajur 4

Lajur 5

Lajur 6

diisi nomor urut pencatatan.

diisi tanBgal penerimaan barang atau tanggal pengeluaran barang.

diisi jumlah barang yang diterima untuk setiap jenis barang.

diisi jumlah barang yang keluar untuk setiap jenis barang.

diisi jumlah sisa setiap jenis barang sebagai persediaan.

diisi paraf petugas gudang untuk setiap kali penerimaan/ pengeluaran

barang dan keterangan yang diperlukan.



11. Kartu Persediaan Barang

SKPD

KABUPATEN/KOTA

PROPINSI

Gudang
Nama Barang

Satuan

PB.8

KARTU PERSEDIAAN BARANG

ATASAN LANGSUNG,

Kartu No. i

Spesifikasi :

Kedirl, 20.....

PENYIMPAN BARANG,

((

Tanggal

No. /Tgl.
Surat/Dasar
Penerimaan/
Pengeluaran

Uraian
Barang-Barang

Harga Satuan

Jumlah Harga Barang Yang Diterima/Yang
Dikeluargkan/Sisa

Ket.

Masuk Keluar Sisa Bertambah Berkurang sisa

1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 Lt

NIP. NIP.



Lajur 1

Lajur 2

Lajur 3

Lajur 4

Katu Pe6ediaan Barang

Jumlah barang yang telah diterima dan jumlah barang yang telah dikeluarkan untuk tiap jenis

barang, yang meliputi barang pakai habis maupun barang inventaris, harus dicatat dengan tertib

dalam Kartu Persediaan Barang.

Kartu Persediaan barang dimakud harus disimpan secara tertib, teratur dan aman.

Pengisian Kartu Persediaan Barang tersebut sebagai berikut :

diisi tanggal penerimaan/pengeluaran barang.

diisi nomor dan tanggal surat dasar penen'maan/pengeluaran.

diisi asal penerimaan / unit yang menerima barang.

diisijumlah barang setiap kli masuk / penerimaan.

diisijumlah barang setiap kali keluar.

diisijumlah sisa barang yang ada dalam gudang / persediaan.

diisi harqa satuan tiap barang yang diterima / dikeluarkan.

diisi jumlah harga barang yang diterima.

diisijumlah harga barang yang dikeluarkan.

Lajur 5

Lajur 6

Lajur 7

Lajur 8

Lajur 9

Lajur 10 : diisijumlah harga barang yang sisa sebagai persediaan.

Lajur 11 : diisi keterangan yang diperlukan.



12. Surat Perintah Pengeluaran / Penyaluran Barang

PB.9

SURAT PERINTAH PENGETUARAN / PENYATURAN BARANG

NO. PPB : ........ 1..........1418. ....12o......

Dari : Pengguna / Kuasa Pengguna

Kepada : Penyimpan Barang

Alamat : ..........................

Harap dikeluarkan dari gudang dan disalurkan barang tersebut dalam daftar di bawah ini untuk

Berdasarkan :

20.....

PENGGUNA,/KUASA PENGGUNA

..............(sKPDl....

NIP.

No.

Urut
Banyaknya Nama BaranB Harga Satuan Jumlah Ket.

( .............................................................. )



13. Bukti Pengambilan Barang dari Gudang

SKPD : NO. :

BUKTI PENGAMBITAN BARANG DARI GUDANG

Dibuat di

Tgl. ..... bln ...... Th.......

PB. 10

Yang Menyerahkan

Penyimpan Barang

sKPD....................

Tgl. ..... bln ...... Th.......

Yang Menerima

Tanda Tangan

Nama

NIP.

Pangkat/Gol

Tanda Tangan

Nama

NIP.

Pangkat/Gol

MENGETAHUI,

a.n. PENGGUNA,/KUASA PENGGUNA

(ATASAN LANGSUNG PENYIMPAN BARANG)

Tanda Tangan

Nama

NIP.

Pangkat/Gol.

Jabatan

Tanggal
Penyerahan

Barang
Menurut

Permintaan

Barang
Diterima

dari Gudang

Nama dan
Kode

Barang

Satuan

Jumlah Barang
Jumlah
Harga

(Angka) Huruf

1 1 3 4 5 6 7



14. Berita Acara Serah Terima Gudang
BAP.1

SKPD :

KABUPATEN/KOTA :

PROPINSI :

BERITA ACARA SERAH TERIMA GUDANG

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama
NIP

Pangkat/Golongan
Selaku Penyimpan Barang Lama

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Nomor:'...'

tan99a1................

2. Nama
NIP

Pangkat/Golongan
Selaku Penyimpan Barang Baru

Telah melaksanakan serah terima :

1, seluruh barang inventaris dan barang pakai habis dalam keadaan baik sesuai daftar dibawah ini .

2. Telah diserahkan seluruh dokumen barang dan serah terima kunci gudanS'

Yang Menerima,

Penyimpan Barang Baru

Yang Menyerahkan,

Penyimpan Barang Lama

NIP. N[.

MENGETAHUI,

a.n. PENGGUNA,/KUASA PENGGUNA

(ATASAN LANGSUNG PENYIMPAN BARANG}

Tanda Tangan

Nama

NIP.

Pangkat/Gol.

.la bata n

Nomor Nama Barang Satuan
Jumlah

Keterangan
Angka Huruf

1 2 3 4 5 6

(....................................................) (....................................................)



))

15. Berita Acara Serah Terima Terdapat Selisih BAP.2

SKPD

KABUPATEN/KOTA :

PROPINSI :

BERITA ACARA SERAH TERIMA TERDAPAT SEL!S!H

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa dalam Serah Terima dari Penyimpan Barang Lama;

terdapat SELISIH BARANG / SUSUT yang dapat diperhitungkan dalam daftar sbb :

Tg1...... B1n..... Thn.......

YanB Menerima,
Penyimpan Barang Baru

Yang Menyerahkan,
Penyimpan Barang Lama

N IP. NIP.

MENGETAHUI,

a.n. PENGGUNA/KUASA PENGGUNA BARANG

Tandatangan :..........................

Nama :

NIP :

PEMERIKSA:

1. Tanda tangan
Nama
NIP

2. Tanda tangan
Nama
NIP

3. Tanda tangan
Nama

NIP

Nama Barang Satuan
Sisa Menurut
PertangBung-

jawaban
Lebih Kurang Susut Jumlah Ket.

I 2 3 4 5 6 7 8 10 11

Jabatan :

(.........................................................) (.........................................................)



16. Berita Acara Pemeriksaan Barang yang Berubah Keadaan

BAP.3

SKPD : ...............'...'.......'......

KABUPATEN/KOTA : .'.'......'.'....

PROPINSI : .........................'........

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG YANG BERUBAH KEADAAN

yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .................................. Pangkat/Gol NIP

2. Nama : Pangkat/Gol NIP

3. Nama i Pangkat/Gol NIP

selaku Panitia Pemeriksa atas perintah telah mengadakan

pemeriksaan pada tempat penyimpanan barang di Gudang ............ yang berubah

keadaanya disebabkan oleh :

No.

Urut

Nama

Barang

Kode

Barang

Banyak

Barang

Harga

Satuan

Sebab

Kerusakan

Jumlah

Harga

Pendapat

Panitia

Pemeriksa

Barang

1 2 3 4 5 6 7 8

Panitia berkesimpulan sebagai berikut............. Berita Acara ini

kami buat rangkap ......... untuk pergunakan sebagaimana mestinya.

Penyimpan Barang Baru PANINA PEMERIIGA :

1. Tanda tangan
Nama

NIP

2. Tanda tangan
Nama
NIP

a.n. PENGGU NA,,/KUASA PENGGUNA BARANG 3. Tanda tangan
Atasan Langsung Penyimpan Barang

NIP.

MENGETAHUI,

Nama
NIP

( ...................................................... )

NIP.

(.........................................................)



17. Berita Acara Pemeriksa Barang karena Bencana Alam, Dicuri / Kebakaran

BAP.4

SKPD : .........'......'..'......."..'..

KABUPATEN/KOTA : .........'.......

PROPINSI : ...............'.'.........'......

BERITA ACARA

PEMERIKSA BARANG KARENA BENCANA ALAM, DICURI / KEBAKARAN

yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ..............'...... Pangkat/Gol NIP

2. Nama : Pangkat/Gol

selaku Panitia Pemeriksa atas perintah ............. telah menSadakan

pemeriksaan terhadap barang karena bencana/dicuri/kebakaran dengan rincian sebagai

berikut:

Panitia berkesimpulan sebagai berikut.......".'.. Berita Acara ini

kami buat rangkap ......... untuk pergunakan sebagaimana mestinya.

PENGURUS EARANG PANITIA PEMERIKSA :

1. Tanda tangan
Nama
NIP

2. Tanda tan8an
Nama

MENGETAHUI, NIP

a.n. PENGGUNA,/KUASA PENGGUNA BARANG 3. Tanda tangan
Atasan Langsung PenyimPan Barang

NIP

NIP

NIP.

Nama
NIP

(...................................................... )

NIP.

No.

Urut

Nama

Kode
Jumlah

Harga

Satuan

Jumlah

Harga

Rusak

Ringan

Rusak

Berat
Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8

(.........................................................)



18. Laporan Hasil Pengadaan Barang

SKPD :

KABUPATEN/KOTA :

PROPINSI :

TAP.1

DAFTAR HASII PENGADAAN BARANG

DAR| TANGGAL I JANUARI ........ S/D 31 DESEMBER ........

No.
Jenis Barang yang

dibeli

SPK/Perjanj ian/Kontrak DPA/SPM/SP2D/Kwitansi Jumlah
Dipergunakan

pada Unit
Ket.

Tanggal Nomor Tanggal Nomor
Banyaknya

Barang
Harga

Satuan

Jumlah
Harga

L 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7L

KEPALA SKPD

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . )

NIP.

( (



PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR HASIT PENGADMN BARANG

DARI TANGGAT l Januari .... s/d 31 Desember ....

a. Formulir Daftar Hasil Pengadaan Barang dibuat oleh pengguna.

Formulir tersebut diisi oleh masing-masing SKPD, yang meliputi data secara keseluruhan

atas hasil pengadaan barang inventaris dan barang pakai habis selama satu tahun

anggaran yang dilakukan oleh masing-masing SKPD'

b. Pembantu pengelola membuat Rekap Daftar Hasil Pengadaan barang dari seluruh SKPD.

c. Cara pengisian.

Disudut kiri atas :

a) Nama SKPD yang bersangkutan.

b)Nama Daerah Kota / Kabupaten yang bersangkutan.

c) Nama Daerah Provinsi yang bersangkutan.

Lajur 1

Lajur 2

Lajur 3 & 4

Lajur 5 & 6

Lajur 7

Lajur 8

La iur 9

Lajur 10

Lajur 11

diisi nomor urut pencatatan.

diisi menurut macam jenis/jenis barang

(A. barang inventaris; B. barang pakai habis).

diisi tanggal dan nomor surat transaksi danSurat Perintah Kerja (SPK).

diisi tanggal dan nomor surat tanda pembayaran.

diisi dengan banyaknya barang.

diisi harga satuan.

diisijumlah harga (banyaknya barang dikali harga satuan).

diisi nama SKPD pengguna.

diisi dengan keterangan lain yang ada sangkut pautnya dengan

barang-barang dimaksud.

Pada kanan bawah setelah Daftar Hasil Pengadaan Barang dibuat, dibubuhi tanggal
pencatatan, kemudian ditandatangani oleh Kepala SKPD.

Setelah daftar ini diterima oleh Pembantu Pengelola maka dikompilasi dan dibuat
rekapitulasi untuk lampiran perhitungan/realisasi APBD.



19. Laporan PeBediaan Barang lnventaris

UNIT SKPD : ...............,..
KODE SKPD ; ..................

) ) LAP,2

Tahun Anggaran | 20...

Triwulan : ....

Lokai :

LAPORAN PERSEDIAAN BARANG INVE]TTARIS

DARI TANGGAL ....,............. 20.. s,D .................... 20..

NO
KODE

BAMNG
BIDANG

SATUAN

BAMNG

KEADMN AKHIR

TAHUN .,.,.,

KEADMN AWAL

TRIWULAN,,.,

ITU ASt KEADMN AKHIR
PENJELASANBERTAMBAH/APBN HIBA / APBN BERKURANG

JUMLAH NILAI (R!.) JUMLAH NILAI(Rp.) JUMLAH NILAI(Rp) JUTILAH NltAl (Rp.) JUMLAH NILAI(Rp.) NILAI (Rp.)

1 2 3 4 5 6 I I 10 11 12 13 14 15 16 11

1

2

02

0m2

0203

0m4

0205

0206

0N7

0208

0209

0210

05

0517

0518

05't9

GOLOilGAiI PEMLATAI{ OAil IIESIN

Alalalat b€sar
4..................,...
b....,.........,.......
Aht-alat Andkutan
4......................
b......................
Alat B€ngkel dan Alat ukur
4......................
b......................
Alat Pertanian
4......................
b......................
Alat Kanlor dan Rumah Tangga

4......................
b......................
Alat studio dar Komunikasi
4......................
b......................
Alat-Alal K€dokteran
4......................
b..............,.......
Alat Laboratodum
4......................
b......................
Alat-Alat Pec€oiataan
4......................
b......................

GOLOilGAII ASSET TEIIP I-INIYA
Buku Pelpusbkaan
e . . .......
b......................

I BararE Bercorak senidan kebudsyaan

tb
I Horan Temd( seda Tanamant-
I b...................

JUMLAH TOTAL l_ T l
Atasan Langsung Penyimpan Barang

(....... ... ............ . . )

Penyimpan Barang

(............,.........,. )



!)
20. Lapomn Rekapitubsi Pe'ledlaan Brrang lnycntaris

UNITSKPD :.................
K00ESKPD :.................

LAP.2A
Tahun ArEgaran : 20...

Tdwulan : ....

Lokaei :

REXAPITULASI LAPORA PERSEDIAAI{ BARAIG IiIVEilTARIS

DAR| T4ilGGAl.................. 20... S/D................,... 20...

NO
(ODE

BARANG
BIDAi.]G

SATUAN

BAMNG

KEIOAAN AKHIR

TAHUN,.,,,

KEAOMN AWAI.
TRWIIIAN

MU ASt
KEADMN AKHIR

PENJELASANEERTAMBAH H

N LAI (R! ) NrLAr(fu ) NILA| {fl, ) JUt Nlul(Rp) NILA1(Rp)

2 3 5 E 10 14 15 16 17

1

2

02

0202

0203

0201

0m5
0206

02n7

0m8
0m9
0210

05
0517

0518

0519

@LONGAi{ PEiALATAN DAN ESITI

Ala[€ht b€sar

M-alat Angkihn
Alat Beolkd dar Aht ukur

Alat Pedanian

Alat Kanhr dan Rum$ Tangga

,{at sMio dan Komunikasi

Alat-Alat Kodo*Ean
Alat LaboGbrium
Alat-Alat P€rs€ojahan

GOLOTGAMSSAT TETAP LANIYA
&rku Porpuslakaan

BararE Bdrord( senidar k€btdayaan
Hof,an Teinal selb Tanamgr

JUTILAH TOTA

Ahan Langsung Ponyimpan BaErg

(............................... )

Penyimpan Baang

( . ... .. .... ... )

6 9



\ \

21. Laporan Persediaan Barang Pakai Habir

KODE SKPo : ... ..............

LAP.3

Tahun Anggaran : 20..,

Triwulan : ....

Lokasi :

LAPORAN PERSEDhAN BARAIIG PAKAI HABIS

DAR| TAi|GGA1.................. m.. s,D.................... 20..

NO
KODE

BARANG
BIDANG

SATI.IAN

BARANG

KEADMN AKHIR

TAHI.JN , .

KEADMN AWAL

TRIWULAN,.,,

MUTASI KEAOMN AKHIR
PENJELASAIIBER' AMBAH HIBAH B

JUI,II-AH NILAI(Rp.) l,{LAt (fu ) NILAI(Rp.)

1 2 3 1 5 6 7 8 I 10 11 12 13 11 15 16 17

1

2

3

4

5

30.01

30.01.01

30.01.02

30.01.03

30.0't.04

30.01.05

30.01.06

30.02

30.02.01

30.02.02

30.03

30.03.01

30.lN
30.01.01

$.05
30.05.01

30.05.02

30.05.03

BARAilG PAKAI HABIS

Aht Tulb Kantor

Atat Listik
Alat Rumah Tangga

Alal Kssohatan

Perlenglcpan Perknhn
Ped€ngkapan Labomtodum Pakai Habis

BEIAITJA BAHAI{ IIATER|AT

0bat{babn
Bahan Prakbk

BELAIIJA PERAWATAiI KEI{DARMI{
Suku Cadang / spart part

BELAI{ JA CETAKMilGGAT'DMI{
Cohkan

.)

,
,

,
.)

BELAilJA PAXAIAN / PERLE]IGKAPAi{ PEGAWAI

Pal€ian Dinas / Atibut
Pakaian Keda Lapangan

Pakahn Ohh Raga

JUIILAH TO'

Ketenng :
.) XECUAII BARANGBAfuNG YANG I-ANGSUNG DIPAXA]/DIGUMKAN OIDAK MEI.AUI PENYIMPAN BARANG), HARUS DIJELASKAN DAIA}, KOLOM 17

Atasan LaqsuIE Penyimpan B€raq

( . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . )

Penyimpan BaBng

t .... .. .......... /



)l
22. lrporan Rekapitulasi PeErdhen Barang Pakai H.H3

UNIT SKPD I ... .............
KoDE SKPD : ..................

LAP.3A
Tanun Anggaran : 20...

Triurlan: ....

Lokasi I

REKAPITUTASI TAPORA}I PERSEDhA BAR^I{G PAIGI HABIS

DAR| TANGGAL.................. 211.... s,D.................... 20....

NO
KODE

BAMNG EIOANG
SATUAN

MMNG

KEADMNAKHIR TAHUN KEADMN AWAL

TRMUIAN.,,,
MU ASI

KEADMN AKHIR
PENJELASANBERTAMMH

NILAI(Ro) JUMLAH NILAI(BD) NILAI(Rp.) NILAI(R!.) JUMLAH NILA (Rp.)
1 1 6 7 8 9 10 13 l5 l6 17

1

2

3

1

5

30.01

30.02

1.03

x).0a

30.05

BAMI{G PAI(AII,IABIS

BEI.ANJA BA}IAI{ MATERIAL

EEI,ANJA PEMWAIAN hEIII}ARAAI{

BEI.AI{JA CEIAK/PEI|GGANDMTI

BEI.ANJA PAIGIAX 
' 
PERLEM}MPAI{ PEGAWAI

JUXLAH TOTAL

l/tetetangm :

, KECUAU BARANGT-BARANG YANG t-ANGsui,lG otpAKAl,DtGtrNAxAN ODAK MELAUI pENyrMpAN BARAI{G)

A6€n Laigsung Peiyimpan Bara{

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

Penyimpan Barang

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

2 3 5



23. Surat Pernyataan Penggantlan Penyimpan Barang Sementara

SKPD :

KABUPATEN/(OTA :

PROPINSI :

SURAT PERNYATAAN PENGGANTIAN PENYIMPAN BARANG

SEMENTARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama .................. NlP.

Pangkat/Golongan ..........................

............ bulan ........................ tahun

Selanjutnya saya menyatakan bahwa tindakan dari penyimpan barang menjadi tanggung jawab

saya dan karenanya bertanggung jawab atas kerugan daerah atau kesalahan dan karena juga

berlanjut atas dkerugian daerah atau kesalahan Tata usaha yang mungkin terjadi selama masa

perwakilan tersebut.

Dengan catatan bahwa perwakilan itu

PENYIMPAN BARANG SEMENTARAdisebabkan karena

4
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

NIP.

MENGETAHUI,

a.n. PENGGUNA,/KUASA PENGGUNA

ATASAN LANGSUNG PENYIMPAN BARANG

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAEMH
Asisten Administrasi Umum

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO


